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ABSTRAK

Pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia dalam kehidupan
sehari-hari maupun dalam dunia perdagangan, Pengangkutan dapal mempengarthi
perekonomian terutama harga barang., karena nilai suatu barang ditentukan olch
biava angkutanva.

Pengangkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke
tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan Mengenar tanggung jawab
pengangkutan barang berdasarkan UU No. 14/1992 tepatnya pada pasal 43 s/d 46
vang mengatur lentang tanggung Jawab pengusaha p.cngaln_gkLli&n barang, namun
dalam prakteknya masih ada pengusaha pengangkutan vang belum melaksanakan
tangguny jawabnya sesual ketentuan Undang-undang,

Sesuai dengan judul skeipst ini yaitu:

“Tangeung jawab Pengusaha Pengangkutan Barang Melalui Darat

Berdasarkan Undang—undang No 14 Thn 1992 Dan Pelaksanaanya Pada

CV.Endah Putra Di Kodya Padang”

Permasalahan dalam  penelitian ini adalah bagaimana bentuk  pegjanglan
pengangkutan, bentuk tanggung jawabnya dan tuntutan ganti rugi serta hambatan
vang di temui dalam pelaksanaan tanggung jawab penggangkut

Metode penelitian vang dilakukan adalah metode Yuridis Empiris sedangkan
data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder serta tekhnik
pengumpulan datanya vaitu studi dokumen pengamatan dan wawancara

Hasil penelitian memperlihatkan  kesimpulan bahwa bentuk  perjanjian
pengangkutan berdasarkan perjanjian tertulis vaitu berlaku bagt barang partai besar
dan perjanjian lisan berlaku untuk  barang biasa pembungkusan kecil vang
pengirimanya tidak terus-menerus,

Kemudian dalam penelitian penulis juga menemukan bahwa tanggung Jawab
peneusaha pengangkutan telah diterapkan namun belum sepenuhnya dilaksankan
berdasarkan UU, Karena keterbatasan pengetahuan dan kemapuan pengusaha dalam
pelaksanaanya khususnya tanggung jawab bila terjadi kesalahan dan kelalanan
pengzangkut mengakibatkan kehilangan dan rusaknya barang maka CV. Endah Putra
hanya mengeanti  kerugian sebatas  barga  barang, bila tenadi  kecelakaan
mengakibatkan musnahnya barang CV. I'ndah Putra mengganti kerugian sebesar 60
o/d 70% dar harga barang.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan taral hidup dan
Kesejahteraan masyarakat yang adil. makmur. dan merata materil dan spirituil vang
merupakan sasaran dan pembangunan itu sendiri.

Untuk mencapal tyuan pembangunan nasional sebagar pengamalan pancasila,
transportasi memiliki posist vang sangal penting dan strategis dalam pembancunan
bangsa vang berwawasan lingkungan dan hal ini haros tercermin pada kebutuhan
mobilitas diseluruh sektorkehidupan,

Transporlasi merupakan sarana vang sangal penting dan stratews dalam
memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatvan serta
mempengaruhi herbagai aspek kehidupan.

Disamping itu transportas: juga berperan sebagal penunjang, pendorong dan
penggerak bagi pertumbuhan dacrah vang berpotens:, namun belum berkembang
dalam upaya pemingkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnva.

Tidak dapat dipungkin bahwa masalah angkutan sangat penting sekali. Karena jasa
anokutan merupakan pemindahan harang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat
lain dan juga scbagai alat penentu harga dari barang-barang vang diperdagangkan,

arena O dadam menentukan haros suz o 5] pedazang aks gmperhi rlan
k: I dal enentukan harpga suatu barang, si pedagang akan memperhitungkar



onghos angkutan barang lersebul, Disamping itu penganchkutan jues berfungsi untuk
menyampaikan produksi kepada konsumen.

Menyadart peranan transporlasi, pada lalu lintas dan angkutan jalan raya maka
harus ditata dalam  sistim transporlasi nasional  secara terpadu dan mampu
terwijudnya jasa angkutan vang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu hintas dan
pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur dan lancar
dengan biava angkutan vang terjangkau oleh masyvarakal.

Mengingat pentingnya dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan
vang menguasal hajal hidup orang banvak, maka lalu lintas dan angkutan jalan
dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Sehubungan dengan pentingnya peranan  jasa  anghkutan ini, HMN
Purwosutjipto, berpendapat :

“Para pedagang mengzunakan  jasa angkutan  sebagal salu cara  untuk
mendapatkan keuntungan.'™
|2imana salah satu cara bagi produsen untuk mendapatkan laba yvang lumayan
adalah dengan menekankan biava angkutan sekecil mungkin.
Saat 1ni manusia telah menggunakan bermacam-macam alat angkut, baik untuk
pengangkutan darat, laut maupun udara dengan segala sarana dan prasarananya

Untuk semua ini diperlukan peraturan-peraturan lalu lintas. Selain mengatu

ketertiban dan keamanan juga mengatur hubungan-hubungan keperdataan antara

" H M N Purwosutjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 111, Penerhit djmbatan,
fakara, 1921 hal, 2



AR IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penulisan Bab 1 sampai dengan Bah (11 penulis dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikut:
|, Bentuk pernjanjian pengangsutan yang dilakukan oleh CV.Endah Puira selaku
pengangkut  dengan  penginm  adalabh  berbentuk  tertulis  dan  tidak
tesriulis/lisan.

- Yang dimaksud dengan pegjanjian dalam bentuk teriulis ini adalah
bahwa pengirim membuat sceara tertulis sural perjanpan penpangkutan
barang dengan sistem kontrak dalam jangka waktu tertentu, dalam surat
perjanjian tersebut berisikan: besarnya biava angkutan, berat barang,
macam-macam barang atau jenisnya dan kota tujuan, sctelah penginim
menyetujul penelapan biaya angkutan dan memenuhi serla menenma
svarat-syvarat penganghkutan vang digjukan oleh CV. Endah Pulra, maka
surat perjanjian tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak

- Yang dimaksud dengan perjanjian tidak tertulis adalah bahwa sipengirim
menvatakan kehendaknya secara langsung atau lisan kepada pengangkut,
pada saat itu perjanjian telah terjadi cukup dengan adanya kata sepakat

2 Terhadap penginm CV. Endah Putra bertanggung jawab penuh atas segala
Kerugian vang terjadi, apabila kesalahan dan kelalalan terdapat pada

pengangkut/ CV. Lndah Putra. Yang mengakibatkan rusak dan hilangnya
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